BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai

pemanfaatan hasil penilaian kompetensi melalui metode assessment center di

lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelenggaraan penilaian kompetensi/assessment center hanya memenuhi
persyaratan administrasi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

2. Hasil penilaian kompetensi tidak dijadikan bahan pertimbangan
pengembangan karier dalam pengisian jabatan pengurus dan pengawas
karena masih dilakukan melalui mekanisme lama berdasarkan Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sesuai usulan dari
instansi atau satuan kerja yang mengajukan;

3. Hasil penilaian kompetensi yang berisi saran pengembangan kompetensi
klasikal dan non klasikal hanya berupa rekomendasi tertulis sehingga belum
dijadikan bahan penyusunan analisis pengembangan kompetensi
berdasarkan kesenjangan kompetensi yang ada pada peserta penilaian
kompetensi (asessee);

4. Hasil penilaian kompetensi sebagai bahan pembentukan manajemen talenta
melalui talent pool belum optimal mengingat Assessment Center
Mahkamah Agung RI memiliki keterbatasan pada jumlah assessor dan alat
(tools) pengukuran kompetensi. Pengelolaan talenta di lingkungan
Mahkamah Agung RI saat ini masih dalam tahap penyusunan peraturan
belum pada tahap implementasinya yang memanfaatkan hasil penilaian
kompetensi.

Mahkamah Agung RI belum memanfaatkan secara maksimal hasil

penilaian potensi dan kompetensi sesuai Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019.

Dari empat bentuk pemanfaatan hasil penilaian kompetensi, yang digunakan

hanyalah pengisian dalam jabatan. Penyelenggaraan penilaian kompetensi
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melalui metode assessment center di lingkungan Mahkamah Agung RI
ditujukan kepada seluruh SDM baik itu hakim, panitera, jurusita, dan tenaga
kesekretariatan yang berjumlah 32.215 dengan target pertahunnya baru 10%
atau 3.000 pegawai. Hal ini belum sepenuhnya mencapai target dikarenakan
terbatasnya jumlah anggaran dari Pemerintah Pusat. Selain itu terdapat
keterbatasan alat ukur kompetensi dan Assessor SDM Aparatur yaitu sekitar 15

orang.

. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti
merekomendasikan atau menyarankan beberapa hal yang mungkin dapat
ditindaklanjuti sebagai strategi dalam pengelolaan pegawai, antara lain:

1. Penilaian kompetensi/assessment center pada Mahkamah Agung RI
mengukur kompetensi dan potensi pegawai untuk mengisi jabatan pimpinan
tinggi pratama harus dilaksanakan secara objektif dan adil, sesuai dengan
core business Mahkamah Agung yaitu peradilan;

2. Hasil penilaian kompetensi dapat diprioritaskan berdasarkan kesenjangan
kompetensi yang ada pada peserta penilaian kompetensi (asessee). Hal ini
akan membantu Mahkamah Agung RI dalam menentukan mana kompetensi
yang perlu dikembangkan terlebih dulu.

3. Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan yang mengakomodir
empat indikator pembinaan pegawai (kualifikasi, penilaian kompetensi,
penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi) untuk keperluan promosi,
transfer, rotasi dan pengembangan kompetensi yang fokus pada
pengembangan teknis, manajerial, kompetensi. dan sosial budaya;

4. Biro Kepegawaian membangun sistem penilaian dan memanfaatkan hasil
penilaian kompetensi yang dapat diakses oleh setiap ASN di Mahkamah
Agung RI dan badan peradilan di bawahnya serta diintegrasikan ke dalam
SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI) yang

memuat data profil pegawai yang terhubung dengan talent pool.
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Hasil penilaian kompetensi diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan
oleh pimpinan puncak dalam mengambil keputusan mengenai penggunaan hasil
penilaian kompetensi untuk pengisian jabatan, pengembangan Karier,
pengembangan kompetensi dan manajemen talenta. sesuai dengan arahan
Sekretaris Mahkamah Agung. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran
Mahkamah Agung RI dapat menggiatkan kegiatan penilaian kompetensi secara
online memanfaatkan sistem assessment center dengan merancang dan
mengembangkan alat ukur (tools) untuk kebutuhan penilaian kompetensi
jangka panjang, sehingga pegawai yang berada di satuan kerja daerah dapat

menggunakan teknologi yang memudahkan penilaian kompetensi.
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